PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran
antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2010 maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2010;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;



Mengingat
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Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang — undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang — Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum PNS;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
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26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2010;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Badung ( Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 );

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
dan
BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2010.
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 1.323.217.378.157,81 bertambah sejumlah Rp.
246.981.693.699,17 sehingga menjadi Rp. 1.570.199.071.856,98 dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan

a. semula Rp. 1.189.367.305.390,74

b. bertambah Rp. 173.941.591.711,75
Jumlah pendapatan setelah Perubahan Rp 1.363.308.897.102,49

2. Belanja

a. Semula Rp.  1.323.217.378.157,81

b. Bertambah Rp. 246.981.693.699,17
Jumlah belanja setelah Perubahan Rp. 1.570.199.071.856,98
Defisit setelah Perubahan (Rp. 206.890.174.754,49)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 260.918.445.565,80
2) Bertambah Rp. 263.864.433.524,51
Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 524.782.879.090,31

b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 127.049.200.000,00



134.049.545.412,14

2) Bertambah Rp. 7.000.345.412,14
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp.
Jumlah pembiayaan netto setelah Perubahan Rp.
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp.
Pasal 2
(1).Pendapat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah
1) Semula Rp. 858.108.300.109,74
2) Bertambah Rp. 78.779.675.210,58
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp.
b. Dana Perimbangan
1) Semula Rp. 270.671.582.281,00
2) Bertambah Rp. 31.430.971.529,00
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp.

390.733.333.678,17
183.843.158.923,68

936.887.975.320,32

302.102.553.810,00



c. Lain-lain pendapatan yang sah

1) Semula Rp. 60.587.423.000,00
2) Bertambah Rp. 63.730.944.972,17
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp.

(2).Pendapat asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut a terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 799.860.192.035,00
2) Bertambah Rp. 48.208.728.431,00
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp.

b. Retribusi daerah

1) Semula Rp. 17.465.696.000,00
2) Bertambah Rp. 17.927.510.000,00
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1) Semula Rp. 20.419.333.194,01
2) Bertambah Rp. 9.151.217.660,31
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

setelah perubahan Rp.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1) Semula Rp. 20.363.078.880,73

124.318.367.972,17

848.068.920.466,00

35.393.206.000,00

29.570.550.854,32
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2) Bertambah Rp. 3.492.219.119,27
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 23.855.298.000,00

(3).Dana perimbangan sebagaimana pada ayat (1) hurut b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak

1) Semula Rp. 135.135.914.281,00
2) Bertambah Rp. 31.430.971.529,00
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 166.566.885.810,00
b. Dana Alokasi Umum
1) Semula Rp. 131.919.568.000,00
2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp. 131.919.568.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 3.616.100.000,00
2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp. 3.616.100.000,00

(4).Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a. Hibah
1) Semula Rp. 0,00
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2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan

b. Dana Darurat

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana darurat setelah Perubahan

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
1) Semula Rp. 34.531.908.000,00

2) Bertambah Rp. 10.651.807.753,17

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah / (berkurang) Rp. 42.409.687.200,00

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
1) Semula Rp. 1.865.040.000,00
2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 45.183.715.753,17

Rp. 42.409.687.200,00
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setelah Perubahan

Dana Insentif Daerah

1) Semula Rp. 24.190.475.000,00

2) Bertambah Rp.

0,00

Jumlah Dana Insentif Daerah setelah Perubahan

Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF dan PPD)
0,00
4.931.137.019,00

1) Semula Rp.

2) Bertambah Rp.

Jumlah Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan percepatan
Pembangunan Daerah (DPDF dan PPD) setelah Perubahan
Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP)

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 1.000.000.000,00
Jumlah bantuan DED Pendidikan setelah Perubahan

Dana Jamkesmas

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 230.596.000,00

Jumlah Dana Jamkesmas setelah Perubahan

Rp. 1.865.040.000,00

Rp. 24.190.475.000,00

Rp. 4.931.137.019,00

Rp. 1.000.000.000,00

Rp.  230.596.000,00
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j. Dana Kapitasi Askes PNS
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah Rp. 541.440.000,00
Jumlah Dana Kapitasi Askes PNS setelah Perubahan

k. Dana Kompensasi Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan (TPBP)
Konsolidasi Tanah (LC)

Rp.  541.440.000,00

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah Rp. 3.966.277.000,00
Jumlah Dana Kompensasi LC setelah Perubah Rp. 3.966.277.000,00
Pasal 3

(1).Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 967.135.768.157,81
2) Bertambah Rp. 116.810.309.129,17
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp.

b. Belanja Langsung

1.083.946.077.286,98



1) Semula
2) Bertambah

Jumlah belanja langsung setelah Perubahan
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Rp. 356.081.610.000,00

Rp.

130.171.384.570,00

Rp.

(2).Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah
1) Semula
2) Bertambah
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan
b. Belanja Bunga
1) Semula
2) Bertambah / (berkurang )
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan
c. Belanja Subsidi
1) Semula
2) Bertambah / (berkurang )

Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan

Rp. 628.102.764.972,05
Rp. 76.544.517.147.47

Rp.
Rp. 4.192.708.333,00
Rp. (571.020.486,00)

Rp.
Rp. 330.375.000,00
Rp. 515.234.676,00

Rp.

486.252.994.570,00

704.647.282.119,52

3.621.687.847,00

845.609.676,00
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. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 55.341.719.305,00
2) Bertambah / (berkurang ) Rp.  (13.889.954.280,00)
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 41.451.765.025,00
Belanja Bantuan Sosial
1) Semula Rp. 20.533.356.427,96
2) Bertambah Rp. 14.826.800.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 35.360.156.427,96

Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa

1) Semula Rp.  95.246.182.823,80
2) Bertambah Rp.  25.044.418.791,59
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp. 120.290.601.615,39
. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintahan desa
1) Semula Rp. 160.388.661.296,00
2) Bertambah Rp. 14.340.313.280,11
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp. 174.728.974.576,11
. Belanja Tidak Terduga
1) Semula Rp. 3.000.000.000,00
2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 3.000.000.000,00
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(3).Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :
a. Belanja Pegawai
1) Semula Rp. 40.485.684.250,00
2) Bertambah Rp. 3.849.154.200,00

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 188.219.619.833,00
2) Bertambah Rp. 40.672.477.521,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp.

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 127.376.305.917,00
2) Bertambah Rp.  85.649.752.849,00
Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp.
Pasal 4

(1).Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp. 524.782.879.090,31
1) Semula Rp. 260.918.445.565,80

Rp. 44.334.838.450,00

228.892.097.354,00

213.026.058.766,00
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2) Bertambah Rp. 263.864.433.524,51

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 134.049.545.412,14
1) Semula Rp. 127.049.200.000,00
2) Bertambah Rp. 7.000.345.412,14

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

(2).Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 524.782.879.090,31

1) Semula Rp. 232.418.445.565,80
2) Bertambah Rp. 292.364.433.524,51
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00
1) Semula Rp. 0,00

Rp. 524.782.879.090,31

Rp. 134.049.545.412,14

Rp. 524.782.879.090,31

Rp. 0,00

Rp. 0,00
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2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan

Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah  Rp. 0,00

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan

Penerimaan Piutang Daerah sejumlah  Rp. 0,00

1) Semula Rp. 28.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (28.500.000.000,00)

Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00

C.

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan

Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 9.049.545.412,14
1) Semula Rp. 2.049.200.000,00
2) Bertambah Rp. 7.000.345.412,14
Jumlah penyertaan modal ( investasi ) daerah setelah Perubahan
Pembayaran Pokok Hutang sejumlah Rp. 125.000.000.000,00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

0,00

0,00

0,00

0,00

Rp. 9.049.545.412,14
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1) Semula Rp. 125.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo setelah Perubahan Rp. 125.000.000.000,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran | Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran Il Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

4.  Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5.  LampiranV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan

Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
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8.  Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum deiselesaikan dan dianggarkan Kembali
dalam tahun anggaran ini;

9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai

landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Badung.
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Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 27 September 2010

BUPATI BADUNG,
ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 27 September 2010.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,
ttd.

KOMPYANG R SWANDIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 NOMOR 3



